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PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pendidikan merupakan proses pendewasaan, baik aelaksn pola pikir
maupun dewasa dalam perilakunya. Pendidikan medmujgung jawab kita
bersama sekolah, orang tua dan pemerintah, olahnk#a saling bekerja sama
untuk kepentingan keberhasilan pendidikan. Kenyath&8MA N 2 Serui bahwa
sebagian besar orang tua siswa hanya menyerahganueya anaknya kepada
sekolah, berhasil dan tidak anaknya itu tergantieny sekolah dalam mendidik
anak. Menurut Alex Sawaki (2008: 295), bahwa maskatr papua menaruh
kepercayaan yang lebih terhadap guru, karena dignigdpu segalanya. Orang tua
siswa memperhatikan anaknya hanya pada pembiayakolas saja.
Prosentasenya sangat kecil orang tua yang memjp@mainaknya di sekolah,
ketika ada panggilan dari sekolah tentang anakrya brang tua kaget kalau
anaknya perlu diperhatikan oleh orang tua. Kebrasa@ng tua menitipkan
anaknya kepada saudaranya yang tinggal di kota kadang kurang diperhatikan
fasilitas belajar anaknya mulai dari buku pelaja@at tulis, meja belajar, baju
seragam dan keperluan lainya. Dari penjelasanadi atenunjukan bahwa rasa
tanggung jawab orang tua terhadap anaknya madilamen

Pada dasarnya anak (siswa) adalah insan yanglikidlemampuan atau
kompetensi terbuti ketika lulus SMA banyak yang ang@itkan ke perguruan
tinggi baik negeri maupun swasta dan bisa menyi&bBsgrogram sarjananya.

Ketika anak di sekolah atau di kelas tidak sediitg ikut ikutan teman bermain



yang kadang sampai meninggalkan pelajaran karejakdiemanya, oleh karena
itu dituntut kemampuan guru untuk memberi pengerpada siswa agar selalu
mengikuti pelajaran ketika pelajaran berlangsungalA sebenarnya memberi
respon ketika menerima pelajaran, buktinya mempi&dra pelajaran, diberi
pertanyaan berusaha menjawab walaupun kadang betmar, diberi tugas
berusaha untuk mengerjakan. Hanya kadang ada yesagl&ranya rendah dalam
mengikuti pelajaran, tidak ada kesiapan sebelursep@ngga ketika ditanya guru
pelajaran sebelumnya siswa tidak bisa menanggapi.

Keterbatasan sarana dan prasarana hendaknya jareggadi penghalang
bagi guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Bergerbekal kapur tulis,
penghapus dan buku pelajaran yang kadang diset@icbpy kegiatan belajar
mengajar tetap harus berjalan. Jarang sekali aaxadx nemegang buku paket dan
lembar kerja siswa (LKS), yang biasa dilakukan giirkelas adalah mendekte
dan siswa mencatat kemudian dijelaskan (ceramahlgrimgang dicatat dan
disertai dengan tanya jawab. Jarang melaksanak&nosiidan tidak pernah guru
membawa siswa (anak) ke luar kelas atau ke masatajalli pembelajaran hanya
berlangsung di dalam kelas. Dalam rangka mewujidik&n pembelajaran yang
menyeluruh yang meliputiaspek cognitif, afektif dan psychomotonaka
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapatundiakusi, bermain peran
dan membawa anak ke luar kelas untuk melihat sdeagsung yang ada di
masyarakat sehingga anak juga mempunyai wawasanegfaih luas.

Keadaan sosial budaya masyarakat sebagai bagigntigak kalah dalam

keberhasilan pendidikan juga harus mendukung preseslidikan. Keadaan



sosial ekonomi masyarakat sangat beragam sekaliyaidg ekonomi mampu,
sedang dan ada dari kalangan ekonomi lemah. Tirnglsgjahteraan masyarakat
secara umum memang masih kurang, hal inilah yangaaietuntutan masyarakat
di Yapen Waropen khususnya dan masyarakat papua ygpadmnya, mengapa
kesejahtrraan masyarakat papua jauh berbeda deviggrah Indonesia bagian
barat. Perbedaan kesejahteraan inilah yang dapatyetabkan munculnya
gerakan sparatisme menurut masyarakat papua. Sudayer manusia yang
rendah berawal dari kurangnya kesadaran terhadaghidilean, kurangnya rasa
tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan amsakdieh karena itu untuk
meningkatkan sumber daya manusia harus kita muéai theningkatkan
kesadaran pendidikan, kepada para orang tua leerhngkatkan rasa tanggung
jawabnya terhadap pendidikan anaknya. Dalam ramgkaingkatkan sumber
daya manusia, serta mengembangkan sikap warganggagademokratis dan
bertanggung jawab satu diantaranya dapat melalmbpkajaran pendidikan
kewarganegaraan di persekolahan, sehingga masyardia merasa terasing
dalam pemerintahan tetapi sebaliknya dapat ikuparésipasi langsung dalam
penyelenggaraan pemerinatahan negara.

Di Kabupaten Yapen Waropen khususnya dan di Papda umumnya
ada upacara adat tusuk telinga, menghantar mashkdan tari tarian yosim
pancer (yospan) yang merupakan ciri khas dan keafiudaya lokal. Dalam
suatu keluarga yang mempunyai anak perempuan Okeajimerayakan upacara
adat tusuk telinga, anak perempuan yang berumangulebih lima tahun, maka

orang tuanya akan mengadakan upacara adat tusufiatelan yang melakukan



penusukan adalah saudara saudaranya dari bapallaatabu secara bergantian,
setelah melakukan penusukan telinga diharuskan @gnbsejumlah uang
kepada anak yang ditusuk telinganya. Ada lagi upaealat menghantar mas
kawin dari keluarga mempelai laki-laki kepada kejlaamempelai perempuan.
Yang diantar adalah sejumlah uang dan peralataahruengga, yang jumlah dan
banyaknya tergantung dari kesepakatan dan kemamieiagua belah pihak.
Barang barang yang diantar sebagai mas kawin daratga mempelai laki-laki
itu berasal dari keluarga atau saudara saudaradignmpulkan. Ada lagi tarian
budaya papua yang sangat terkenal namanya yosigempéyospan) tarian ini
dilakukan secara kelompok dan berpasang pasangejameerakan badan yang
teratur diiringi lagu- lagu daerah papua akan memkan suasana yang menarik,
serasi dan indah untuk dinikmati.

Budaya- budaya tersebut di atas secara demokmaisunjukan rasa
kekeluargaan dan kebersamaan yang kuat, menanamagarkekeluargaan dan
kebersamaan melalui budaya yang ada adalah cacpatgpat karena dilakukan
secara turun temurun. Masyarakat papua secarant@rsama mempunyai rasa
tanggung jawab untuk mewariskan budaya daeratgdagrasi ke generasi secara
terus menerus. Kenyataan tersebut di atas daptildin sebagai modal dasar
dalam mengembangkan sikap warganegara yang demsokiat bertanggung
jawab. Ada beberapa aspek dalam rangka mengembarsijkap warganegara

yang demokratis dan bertanggung jawab, diantaranya:



1. Aspek filosofis
a. Sense of bilongindrasa memiliki)

Dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia IV terdapatmunasional
Negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesiasdmruh tumpah darah
Indonesia, oleh karena itu apa yang dapat kita yaeriberhadap bangsa dan
Negara?. Sikap rasa memiliki terhadap bangsa dajarseharus kita tanamkan
pada diri setiap warganegara Indonesia sedini mon@ikap nasionalisme atau
rasa bangga terhadap bangsa dan Negara Indongaiangrupakan bagian dari
rasa memiliki terhadap bangsa dan Negara. Begi $ikap patriotisme atai rasa
cinta terhadap bangsa dan Negara ini juga merupa&gian dari rasa memiliki.
Warganegara yang memipunyai rasa memiliki terhdoapgsa dan Negara ia
akan selalu berusaha untuk menjaga tentang keutddwarkeselamatan bangsa
dan Negara dari segala bentuk ancaman dan rongmatayi pihak luar. Mereka
rela berkorban bahkan mati sekalipun demi bangsaNkgara. Rasa memiliki
terhadap bangsa dan negara dari warganegara akgrakiadalam sikap dan
perilakunya misalnya: melakukan pembelaan padaradgenadap segala bentuk
permasalahan dengan pihak lain, mereka merasagskatika bangsa dan negara
berada pada pihak yang menang terhadap segalakbpetmasalahan, dan
sebaliknya kita merasa sedih ketika bangsa danramdgaada pada pihak yang
kalah dalam segala bentuk permasalahan. Menggunaiaiuksi dalam negri,
menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, ini @mdeopbagian dari rasa
bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Katttkéderada di luar negri

kemudian bertemu dengan orang Indonesia akan marhkab rasa kebangsaan



yang tinggi karena merasa bangga terhadap kesaasahrsebagai warganegara

Indonesia.

b. Sense of unitfrasa persatuan dan kesatuan)

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mukjeatau
heterogen atau anekaragam. Keanekaragaman masyadikaesia meliputi suku
bangsa, adat istiadat dan agama. Kemajemukan mgasaawan sekali untuk
munculnya perpecahan atau konflik, oleh karengpétlu adanya upaya untuk
menciptakan adanya persatuan dan kesatuan. Persddpat diartikan sebagai
proses untuk menuju kearah bersatu dan setelalatbedshamakan kesatuan.
Dalam konsep wawasan nusantara, meliputi:

(1) kesatuan dalam bidang politik, diantaranya

- bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segaldais kekayaanya
merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup kesatuan
seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bexdaangsa.

- bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagiu bangsa dan
berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk ndzyakini
berbagai agama dan kepercayaan terhadap TuhanMaimg Esa harus
merupakan kesatuan bangsa yang bulat dalam agisednas luasnya.

- bahwa secarpsychologisbangsa Indonesia harus merasa satu, senasib
sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, mempaiuytékad dalam

mencapai cita cita bangsa.



- bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakanksaatuan hukum,
dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional iyemgiabdi kepada
kepentingan nasional.

(2) kesatuan dalam bidang social budaya, diantarany

- Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikpard bangsa harus
merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapamgyat kemajuan
masyarakat yang sama, merata dan seimbang serigaakleselarasan
kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.

- Bahwa budaya bangsa Indonesia pada hakekatniahasddu, sedangkan
corak ragam yang ada menggambarkan kekayaan bidengsa yang
menjadi modal dan landasan pengembangan budayaaselyruhnya.

(3) kesatuan dalam bidang ekonomi, diantaranya

- bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensaalpom efektif adalah
modal dan milik bersama bangsa dan keperluan hsébpri hari harus
tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

- tingkat perkembangan ekonomi harus serasi danbs@ig di seluruh
daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliehodaerah daerah
dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

(4) kesatuan dalam bidang pertahanan dan keamdiaataranya

- bahwa ancaman terhadap satu daerah atau satw gada hakekatnya
merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa darmnegar

- bahwa tiap tiap warganegara mempunyai hak darajkean yang sama

dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.



c. Sense of responsibilifyasa tanggung jawab)

Waraganegara dalam suatu Negara harus memiliki tesgggung jawab
terhadap negaranya. Warganegara yang bertangguagb jamerupakan
warganegara yang mampu memelihara dan memanfalitkgonganya dengan
baik. Dalam prinsip pemerintahan yang demokratikatedung hak partisipasi
dari setiap warganegara. Hak partisipasi ini merabkdn tanggung jawab
tertentu kepada setiap warganegara. Diantara tagggwab ini adalah tanggung
jawab untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampbamartisipasi secara
cerdas dan tanggung jawab untuk berkehendak meatkayk kesejahteraan sosial
berdasarkan prinsip prinsip keadilan. Partisipaarganegara yang efektif dan
penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan sekatahgu pengetahuan
dan ketrampilan intelektual serta ketrampilan unb@kperan serta. Parttisipasi
yang efektif dan bertanggung jawab itupun ditingiat lebih lanjut melalui
pengembangan disposisi dan watak watak tertentug yameningkatkan
kemampuan individu berperan serta dalam prosestipatian mendukung

berfungsinya sistem politik yang sehat serta p&drmamasyarakat.

2. Aspek Yuridis
a. UUD 1945

Dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV tercantum tentajuan nasional
Negara yaitu: Negara mencerdaskan kehidupan bangsaudian Negara
mewujudkan upayanya untuk mencerdaskan kehidupangsha dengan

mengeluarkan UU no 20 tahun 2003 tentang sistendigi&an nasional.



Selanjutnya dalam batang tubuh UUD 1945 yang menggntang sistem

demokrasi, pendidikan dan budaya nampak dalam pasal diantaranya: Pasal 1
UUD 1945, Ayat 1, negara Indonesia adalah negasatyan yang berbentuk
republik. Ayat 2, Kedaulatan ada di tangan rakyamh dlilaksanakan menurut
UUD. Ayat 3, Negara Indonesia adalah negara hulesal 31 UUD 1945, ayat
1, 2, 3, 4 dan 5, mengatur tentang pendidikaarsgdan, pasal 32 UUD 1945,

ayat 1 dan 2, mengatur tentang budaya.

b. UU no 12 tahun 2006, tentang kewarganegaraamataralisasi

Pasal 26 UUD 1945, menyatakan yang menjadi wargaaelpdonesia
adalah orang orang bangsa Indonesia asli dan aveangy bangsa lain yang
disahkan dengan undang undang sebagai wargan&gmiabunyi pasal 26, ini
kita bisa menganalisa bahwa, warganegara dibedak&mjadi 2 (dua)
warganegara asli dan warganegara yang berasal wlamanegara asing.
Warganegara asli adalah warganegara yang berasadathauduk asli (pribumi)
sedangkan warganegara yang asalnya dari warganegarg setelah melalui
proses naturalisasi (pewarganegaraan) akhirnyaatiemarganegara Indonesia.
Ada 2 (dua) asas untuk mendapatkan kewarganeggemnasas ius solidan
asas ius sanguinjsaasas ius soliadalah asas yang menetukan kewarganegaraan
menurut dasar tempat di mana ia dilahirkan, sedanglsas ius sanguinis adalah
asas yang menentukan kewarganegaraan menurut kdagarganegaraan orang
tua yang melahirkan. Dari dua asas ini dapat mumcanyaapatride dan

bipatride, apatride artinya orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan
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sedangkarbipatride artinya orang yang mempunyai kewarganegaraan gatada

dobel kewarganegaraan.

c. UU no 20 tahun 2003, tentang sistem pendidilesiomal

Undang undang tentang sistem pendidikan nasioebhgai landasan
operasional, penuh dengan pesan yang terkait dengamdidikan
kewarganegaraan. Pasal 2, berbunyi: Pendidikaromalsberdasarkan pancasila
dan undang undang dasar negara republik Indonebkiant1945. Pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan emtuokbwatak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangkaerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi tpesidik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan W@ Esa, berakhlak
mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, daenjadi warganegara yang
demokratis dan bertanggung jawab.

Aspek kepribadian warganegara yang perlu dikemk@mgklalah menjadi
manusia yang berkualitas sehingga mampu dan pfoaddnjawab tantangan
zaman yang selalu berubah. Menghasilkan insan &xianyang cerdas
komprehensif dan kompetitif, ini merupakan visiigandidikan nasional. Cerdas
komprehensif di sini meliputi:

(1) Cerdas spiritual, yaitu mampu beraktualisasi melalui olah hati/ kalbu
untuk menumbuhkan dan meperkuat keimana, ketak@aarahklak mulia

termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.



@)

3)

(4)

(5)

11

Cerdas emosional, yaitu mampu beraktualis@sinelalui olah rasa untuk
meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas aldralksan dan keindahan
seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekpresi

Cerdas sosial, yaitu mampu beraktualisasirdéialui interaksi sosial yang:
membina dan memupuk hubungan timbal balik, demskrampatik,
menjunjung tinggi hak asasi manusia, ceria danagyerdiri, menghargai
kebinekaan dalam bermasyarakat, berbangsa dangheaneberwawasan
kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewsgibagai warganegara.
Cerdas intelektual, yaitu mampu beraktualisi@simelalui olah pikir untuk
memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmogg@@huan dan
tehnologi dan aktualisasi insan intelektual yantgskrkreatif dan emajinatif.
Cerdas kinestetik, yaitu mampu beraktualis@simelalui olah raga untuk
mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya taigap, trampil dan
trengginas dan aktualisasi insan adiraga. Adapurg ydimaksud dengan
insan Indonesia yang kompetitif adalah memiliki esepgkat kompetensi
sebagai berikut: berkepribadian unggul dan gandrakgn keunggulan,
bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyepgmbangun dan
pembina jejaring, bersahabat dengan perubahanatihadan menjadi agen
perubahan, produktif, sadar mutu, beroriantasi aloban pembelajar

sepanjang hayat.
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3. Aspek sosiologis

Perhatian intelektual terhadap masalah masalahisiamsu yang berhubungan
dengan sosiologi sudah lama berkembang sebelumlagisitu menjadi suatu

disiplin ilmiah. Peranan akal budi yang potensialach memahami perilaku
manusia dan dalam memberikan landasan untuk hukwkanh dan organisai

organisasi negara. Tekanannya ada pada akal budipdaemuan penemuan
hukum alam, hal ini ditandai oleh dobrakan dobraleshadap pemikiran di mana
perilaku manusia dan organisasi masyarakat sudelaskan dalam hubunganya
dengan kepercayaan agama.

Proses Pendidikan menjadi jalan yang harus dilahduk memperbaiki
perilaku belajar guna mencapai tujuannya. Perila&lajar diperhatikan untuk
memberikan nilai positif sebuah pembelajaran, sgjarterlihat sebuah perubahan
ke arah perbaikan sebagai implikasinya. Idealnydouah proses pendidikan
tersebut mencapai target dan tujuan yang inginpdicaeperti yang diamanatkan
dalam UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidd@sional bab 2 pasal 3
yang menyatakan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana umwkjotdkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta dididara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki  keknatspiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecandadhlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakanhgsa dan Negara.
Amanat tersebut, diimplementasikan melalui pembeday PKn disesuaikan
dengan fungsinya sebagai pendidikan budi pekexti atata pelajaran kepribadian

yang diamanatkan dalam Permen no. 20 tahun 20@&ntgrStandar Penilaian,

bahwa pendidikan kewarganegaraan termasuk padangelo mata pelajaran
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Kepribadian, tercantum dalam Lampirannya ayatdidmaD no. 9, yaitu :
Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudasad@&an dan
tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan waygangang baik
sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yangaerldalam kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian d@aigerkelompok mata
pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh qendidikan
kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi pagudidik mata
pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

Kenyataan menunjukan bahwa pembelajaran Pkn yanaditebelum
sesuai dengan target ideal. Pembelajaran Pendidd@marganegaraan yang
monoton akan lebih menjauhkan pencapaian tujuarsegara komprehensip
(menyeluruh) yaitu dimensiognitif, afektif dan psikomotorilBeberapa indikasi
empirik  yang menujukan salah arah dalam pembefajaRendidikan
Kewarganegaraan ialah Pertama, Pembelajarannydn |et@nekankan pada
dampak instruksiondinstructional effectsyang terbatas pada penguasaan materi
(content mastery)atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimens
kognitifnya saja. Kedua, keterbatasan kemampuano datam mengelola kelas
sehingga interaksi antara guru dan siswa kurargptardengan baik. Ketiga,
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler belum dilakisam dengan baik sebagai
perwujudan teori yang didapatkan.( Budimansyah,2(815.

Bila dianalisis dengan cermat, ternyata baik istyang dipakai, isi yang
dipilih dan diorganisasikan, dan strategi pembedajgyang digunakan untuk mata
pelajaran civics atau pendidikan kewarganegaraan BMP atau pendidikan

pancasila dan kewarganegaraan yang berkembana skdduvatif hampir empat

dasa warsa (1962-1998) menunjukkan ketidakajegéeimdéerangka berpikir,
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yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya kkeisseptual, yang berdampak
pada terjadinya krisis operasional kurikuler.

Ketidakajegan konsep tersebut diantaranya sepetivics pada tahun
1962 yang tampil dalam bentuk indoktrinasi politdiyics tahun 1968 sebagai
unsur dari pendidikan kewargaan Negara yang besaugendidikan ilmu
pengetahuan sosial; pendidikan kewarganegaraan 360 yang tampil dalam
bentuk  pengajaran  konstitusi dan ketetapan ~ MPR®endidikan
kewarganegaraan tahun 1973 yang diidentikkan depgagajaran IPS; PMP
tahun 1975 dan 1984 yang tampil menggantikan pé@h kewarganegaraan
dengan isi pembahasan P4; dan PPKn 1994 sebamgggbungan bahan kajian
Pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegayaag tampil dalam bentuk
pengajaran konsep nilai yang disaripatikan darncBsila dan P4. Krisis
operasional, yang dalam banyak hal merupakan aardpri krisis konseptual
tercermin dalam terjadinya perubahan isi dan forfmaku pelajaran, penataran
guru yang tidak artikulatif, dan fenomena kelasigyy belum banyak bergeser
dari penekanan pada proses kognitif memoris&sa fdan konsep (Winataputra
dan Budimansyah, 2007 : 161-163).

Tampaknya semua itu terjadi karena memang sekolakihmtetap
diperlakukan sebagasociocultural institution dan masih belum efektifnya
pelaksanaan metode pembelajaran secara konsdgteha belum adanya suatu
paradigma pendidikan kewarganegaraan yang secagadéerima dan dipakai

secara nasional sebagai rujukan konseptual daasipeal.



15

Sekalipun program belajar tetap dijalankan dengatibtdan berencana
siswa perlu dididik untuk bertanggung jawab at&smiya. Peran guru sebagai
fasilitator sangat berarti. Istilah fasilitator nuejukan bahwa tanggung jawab
akhir haruslah ada pada anak dalam menemukan airiny

Pendidikan ditujukan kepada semua lapisan masygréknapa kecuali
untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirDgam pendidikan tidak
cukup hanya diketahui ¢ognitive ) saja, tetapi yang lebih penting bagaimana
mengaplikasikan dari apa yang diketahui dalam kedad nyata sehari- hari.
Kemantapan jati diri siswa, dapat dibina melaluigpan lingkungan pendidikan
baik itu pendidikan sekolah, pendidikan keluargaipua pendidikan masyarakat.
Salah satu peranan pendidikan yang penting dalanddggan siswa adalah
kehidupan sekolah yaitu sistem sekolah termasulatithya pembelajaran.

Karena pentingnya peranan pembelajaran, maka pnogembelajaran

yang diberikan kepada siswa harus berupaya mendaimanengarahkan sikap serta
perilaku siswa. Untuk mewujudkannya, maka prosesndigéan harus
memperhatikan program pembelajaran yang akan deséienp Salah satu program
pembelajaran itu melalui program pengajaran PekalidiKewarganegaraan (PKn).

Adapun mata pelajaran pendidikan kewarganegaraaenumt
Departemen Pendidikan Nasional dalam Kurikulum pikan Dasar dan
Menengah (Kurikulum 2004 mata pelajaran kewargarsam, 2003 :2) sebagai
berikut :

“Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata patajay@ang

memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam sayi agama,
sosial kultural, bahasa, usia dan suku bangsa unéufadi warga Negara
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yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diarkanableh Pancasila
dan UUD 1945”

Pendidikan kewarganegaraan di persekolahan dapatbemtuk sikap
warganegara yang demokratis dan bertanggung jaWahana warganegara
nantinya akan ikut serta berpartisipasi dalam pernadran dan dalam membuat
kebijakan.

Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk mencdpai sasaran

pokok yang seimbang. Yaitpertama meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan peserta didik tentang etika, morat, @sas-asas dalam hidup
berbangsa dan bernegarKedug membentuk sikap, perilaku, dan

kepribadian sesuai dengan nilai-nilai luhur ParaaéiWinataputra, 2007:
70)

Melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraami dapat
dikembangkan berbagai kemampuan dasar warga nsgpeati : berpikir kritis,
dapat mengambil keputusan secara tepat, memegagnd &uran yang adil,
menghormati hak orang lain, menjalankan kewajibagrtanggungjawab atas
ucapan dan perbuatannya, berpartisipasi secarautheman bertanggungjawab,
berkembang secara positif dan demokratis untuk reetmk diri berdasarkan
pada karakter-karakter masyarakat Indonesia seafmtdberinteraksi dengan
bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsawngtidak langsung dengan
memanfaatkan teknologi informasi. Senada dengagsfudan tujuan pendidikan
dalam undang- undang system pendidikan nasiond&20ntahun 2003, pasal 3
yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampdan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang babaiadalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukeriédngnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang berimanbdatakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat, berilcakap, kreatip,
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mandiri dan menjadi warganegara yang demokratita deertanggung
jawab.

Sosok warga negara yang demokratis, digambarkam dféinataputra
(2007:31) Bahwa seorang warganegara yang ideal klatire seyogyanya tampil
sebagai ”Informed and Reasoned Decision Maketau pengambil keputusan
yang cerdas dan bernalar. Untuk itu diperluKatnowledge’atau pengetahuan
atau wawasan, "Beliefs: Civic Virtues” atau kepercayaan berupa kebajikan
warganegara, dan ’Skills: Civic Partisipation” yakni ketrampilan partisipasi
sebagai warganegara.

Pendidikan demokrasi perlu diberikan pada maswtrddealnya bahwa
demokrasi tidak dikenal dengan sendirinya, tetapué diajarkan, pengetahuan
kewarganegaraan adalah hal penting untuk dihiduplesagan baik dalam setiap
demokrasi.

Pendidikan demokrasi berkaitan erat dengan pekafidpolitik, maka
pendidikan politik yang bagaimana yang seharusnlyaridan pada siswa agar
dapat mengembangkan sikap warganegara yang demsokiat bertanggung
jawab. (Khahiron, 1999:114)

Di alam demokrasi sekarang ini warganegara tidalkug mempunyai

bangunan pengetahuan politik atau aspek-aspekikpotiétapi juga

membutuhkan penguasaan terhadap kecakapan-kecakéglaktual atau
berpikir kritis dan kecakapan partisipatoris yangliputi : 1) kecakapan

intelektual atau berpikir kritis yakni : a) kemanaou mendengar, b)

kemampuan mengedintifikasi, ¢) kemampuan menganalgan d)

kemampuan untuk melakukan suatu evaluasi isu-isiikpR) Kecakapan

partisipatoris mencakup: a) keahlian berinterakstdraccing),b) keahlian

memantau ( monitoring) isu public, ¢) keahlian mengaruhi kebijakan
publik.
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Pendidikan kewarganegaraan di persekolahan saiigatuldkan dalam
masyarakat yang demokratis sebagai penghasil weggsm yang mampu
berpartisipasi dalam system pemerintahan sendernyRtaan itu memunculkan
berbagai definisi pendidikan kewarganegaraan, aianya diungkapkan oleh
(Kerr, 1999:2)

Pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara lesEakup proses

penyiapan generasi muda untuk mengambil peranateygting jawabnya

sebagai warganegara, dan secara khusus, perardigandtermasuk di

dalamnya persekolahan, pengajaran. dan belajamdatases penyiapan

warganegara tersebut.

Civic Education diproyeksikan untuk memberikanhiah kepada siswa
untuk memahami, melaksanakan cita-cita, nilai damsgp demokrasi negaranya.
Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan di lesiammamiliki latar belakang
demokrasi konstitusi ciri khas Indonesia.

Sosok warganegara yang bertanggung jawab, dig&arbasleh
(Winata putra, 2007:192) . Menjadi anggota masyarakang independen,
karakter ini meliputi kesadaran secara pribadi kifiartanggung jawab sesuai
ketentuan, bukan karena keterpaksaan atau pengavelsa luar menerima
tanggung jawab akan konsekuensi dari tindakan yhperbuat dan memenuhi
kewajiban moral dan legal sebagai anggota masyargiag demokratis.
Tanggung jawab personal kewarganegaraan di bid&ogoei dan politik,
tanggung jawab ini meliputi memelihara menjaga, dmemberi nafkah dan

merawat keluarga, mengasuh dan mendidik anak. Bemnmaula mengikuti

informasi tentang isu-isu publik, menggunakan hakh pdalam pemilu,
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membayar pajak, menjadi saksi di pengadilan, kagigtelayanan masyarakat,
melakukan tugas kepemipinan sesuai bakat masinggas

Tugas dan fungsi pendidikan kewarganegaraan adsdata diseluruh
bagian wilayah Indonesia. Serui sebagai daerah yamgpakan bagian Papua
memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkamgin daerah lainnya. Proses
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Semturtga memiliki tantangan
tersendiri bagi guru pendidikan kewarganegaraarseaiui. Fungsi pendidikan
kewarganegaraan untuk menumbuhkan rasa memillkadep bangsa ini dan rasa
kebersamaan yang ditujukkan oleh sikap demokraéis Hertanggungjawab
merupakan tugas yang dibebankan kepada guru pkadidkewarganegaraan
kKhususnya di Serui.

Dari latar belakang perumusan masalah, maka hahémdorong penulis
untuk melakukan penelitian dengan harapan akan mékaln kontribusi terhadap
peningkatan perubahan watak warganegara Indonesigadi lebih baik di
sekolah, memberi peran penting sebagai pengalansava sagar berperilaku

demokratis dan bertanggungjawab.

B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisgapgkan rumusan
masalah pokok sebagai beriklBagaimana peranan endidikan kewarganegaraan
dalam mengembangkan sikap siswa sebagai warganggagadenokratis dan

bertanggung jawab?. Agar penelitian ini lebih tenadan terfokus pada pokok
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permasalahan, maka dijabarkan dalam beberapa kagbennyaan penelitian
sebagai berikut:

1. Bagaimana pengemasan materi pembelajaran  pendlidika
kewarganegaraan agar mampu mengembangkan sikap sefagai
warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab?

2. Bagaimana  fungsi dan tujuan pembelajaran  Pendidika
Kewarganegaraan dalam rangka mengembangkan sikapa si
segabagai warganegara yang demokratis dan bertaggmuab?

3. Bagaimana siswa dapat mengaplikasikan hasil peaba&tapendidikan
kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari dalaangka
mengembangkan sikap siswa sebagai warganegaralgamgkratis dan
bertanggung jawab?

4. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat peaj#vah
pendidikan kewarganegaraan dalam rangka mengemdangikap
siswa sebagai warga negara yang demokratis daamiggring jawab?

5. Bagaimana upaya yang dilakukan guru pendidikanakganegaraan
untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengembargkap siswa

sebagai warga negara yang demokratis dan bertaggawab?

C. Definisi Konseptual
1. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajarapnngamfokuskan pada
pembentukan diri yang beragam dari segi agamaaldadiural, bahasa, usia

dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara yardpgeterampil dan
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berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UBMb. (Soemantri,
2001:145).

Dalam standar Isi dinyatakan pendidikan kewargaresn merupakan mata
pelajaran yang memfokuskan pada dua tujuan utaeréarRa, pembentukan
warganegara Indobnesia yang memahami dan mampksaekkan hak-hak
dan kewajibanya. Kedua, pengembangan warganegéwadsia yang cerdas,
trampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Palacdan UUD 1945.

. Peranan pembelajaran adalah upaya pembimbtedsadap siswa agar siswa
itu secara sadar dan terarah berkeinginan untié§anelan memperoleh hasil
belajar sebaik- baiknya sesuai dengan keadaan elmarkpuan siswa yang
bersangkutan. (Rochman Natawidjaya dan HA. Moeie$4q1991: 23)
Pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upayey sistemik dan
disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi agajade kegiatan belajar
membelajarkan. Dalam kegiatan itu terjadi interalistara peserta didik
(warga belajar) yang melakukan belajar dengan pédndsumber belajar)
yang melakukan kegiatan pembelajaran.(Sudjana:&293:

. Sikap demokratis adalah: Sikap siswa dalam prgsembelajaran yang
dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, vyaitu:1l. péaggaan terhadap
kemampuan, 2. menujung tinggi keadilan, 3. menenaplpersamaan
kesempatan, 4. memperhatikan keragaman peserta @idiam prakteknya
para pendidik hendaknya memposisikan peserta didlkagai insan yang

harus dihargai kemampuanya dan diberi kesempatark umengembangkan
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potensinya, oleh karena itu dalam proses pembatajperlu adanya suasana
yang terbuka, akrab, dan saling menghargai.( Budsyeh, 2003:7).

Sosok warganegara yang demokratis, digambarkan oleh
(Winataputra,2007:31) Bahwa seorang warganegarg@ yaeal demokratis
seyogyanya tampil sebagailfiformed and Reasoned Decision Maketau
pengambil keputusan yang cerdas dan bernalar. Uituldiperlukan ”
Knowledgéatau pengetahuan atau wawasanB&liefs: Civic Virtues”atau
kepercayaan berupa kebajikan warganegara, dan SKills: Civic
Partisipation” yakni ketrampilan partisipasi sebagai warganegara.
(Winataputra dan Budimansyah, 2007:31).

Sikap warganegara yang bertanggung jawab s@cdnii&k dan privat, yaitu
tanggung jawab para pejabat- baik yang dipilih atang diangkat dengan
warganegara biasa. Karakter privat seperti tanggawmgb moral, disiplin diri
dan penghargaan terhadap harkat dan martabat raatasisetiap individu
adalah wajib. Menjadi anggota masyarakat yang iexdeen, karakter ini
meliputi kesadaran secara pribadi untuk bertangganvgb sesuai ketentuan,
bukan karena keterpaksaan atau pengawasan darmielaerima tanggung
jawab akan konsekuensi dari tindakan yang diperbdet memenuhi
kewajiban moral dan legal sebagai anggota masyangkag demokratis.
Tanggung jawab personal kewarganegaraan di bideogoeni dan politik,
tanggung jawab ini meliputi memelihara/ menjaga, eitemberi nafkah dan
merawat keluarga, mengasuh dan mendidik anak. Betmpula mengikuti

informasi tentang isu-isu publik, menggunakan halih pdalam pemilu,
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membayar pajak, menjadi saksi di pengadilan, kagipelayanan masyarakat,
melakukan tugas kepemipinan sesuai bakat masingygas Winataputra,

2007:192)

D. Tujuan Pendlitian
Secara umum tujuan penelitian ini adalah mengetaéranan pendidikan
kewarganegaraan dalam mengembangkan sikap warganggag demokratis

dan bertanggung jawab.

Sedangkan secara khusus tujuan penelitian inahdagin mengungkapkan hal-

hal sebagai berikut , yaitu untuk mengetahui bagaan

1. Pengememasan materi pembelajaran pendidikan kemeygeaan agar
mampu mengembangkan sikap siswa sebagai wargangmagademokratis
dan bertanggung jawab?

2. Fungsi dan tujuan pembelajaran pendidikan kewaggaan dalam rangka
mengembangkan sikap siswa sebagai warganegara demgkratis dan
bertanggung jawab?

3. Pengaplikasian hasil pembelajaran pendidikan keaveegaraan pada
kehidupan sehari-hari dalam rangka mengembangkap siswa sebagai
warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab?

4. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pembelajarpendidikan
kewarganegaraan dalam rangka mengembangkan si#@p sebagai warga

negara yang demokratis dan bertanggung jawab?
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5. Upaya yang dilakukan guru pendidikan kewarganegaraatuk mengatasi
kendala-kendala dalam mengembangkan sikap siswagaelvarga negara

yang demokratis dan bertanggung jawab?

E. Manfaat Penélitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bahwa dalarses pembelajaran
pendidikan kewarganegaraan dapat mengembangkarp séi@wa sebagai
warganegara yang demokratis dan bertanggung jatab.ini sesuai dengan
tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembaagmytensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertagwa kepatlanTYang Maha Esa,
berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatifnchia, dan menjadi warganegara
yang demokratis serta bertanggung jawab. Pelaksangeendidikan
kewarganegaraan yang ada di Indonesia Berdiri Bendgiendidikan
kewarganegaraan di Indonesia masih berdiri seadidiri, kajian materinya
terlalu dangkal dan sangat sempit. Padahal sebgn&ajian materi pendidikan
kewarganegaraan sangat luas yang didukung olehrintte luar pendidikan
kewarganegaraan. Pembelajaran pendidikan kewargaasey tidak hanya di
persekolahan saja tetapi bisa di luar persekolaldala 3 (tiga) pendekatan untuk
mengembangkan sikap warganegara yang demokratisbeldanggung jawab,
yaitu:
1. Psycopaedagogical development

Dalam pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggaupun pendidikan

non formal (luar sekolah) baik dalam keluarga maumlalam masyarakat
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pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan Warikberperan sebagai
pemuliaan dan pemberdayaan anak dan pemuda seswgandpotensinya agar
menjadi warganegara yang cerdas dan (sikart and good citizefDalam suatu
proses pembelajaran yang dilakukan secara saddeatana dapat membentuk
anak untuk menjadi warganegara yang cerdas dan, lamiak secara aktif
mengembangkan potensi yang dimilikinya baik kekwatpiritual keagamaan,
kepribadian, kecerdasan, ahklah mulia, serta kgttamyang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara. Jadi proses pembizaiganegara ini dengan

melibatkan aspek psikopedagogis.

2. Sociocultural Development

Dalam gerakan sosiokultural pendidikan kewargarsaga berperan
sebagai wahana aktualisasi diri warganegara baikraeperorangan maupun
secara kelompok sesuai dengan hak, kewajiban datekso social budayanya,
melalui partisipasi aktif secara cerdas dan begang jawab. Pemikiran ini
didasari oleh asumsi bahwa kewarganegaraan bertalemgan masyarakat,
karena secara historis konsep itu tumbuh dan bdraegn bersamaan dengan
identitas manusia sebagai mahkluk sosial politigaj disebabkan oleh adanya
usaha mewujudkan orde sosial dan diharapkan melahguatan nilai nilai dalam
masyarakat. Karena yang dibangun dalam gerakaoksdisiral kewarganegaraan
itu pranata sosial yang berunsurkan sistem nilairdama, maka masyarakat dan
komunitas dalam hal ini perlu menyediakan ruang bagganegara untuk ber-

pendidikan kewarganegaraan. Analisis sosiologishatisp perkembangan
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masyarakat kita dewasa ini menunjukan bahwa akambdeagai masalah sosial
budaya ini dapat digolongkan ke dalam empat madadahr yang perlu menjadi
agenda dalam gerakan sosiokultural kewarganegayani masalah kerukunan,

kepedulian, kemandirian, dan demokrasi.

3. Sociopolitical Intervention
Pendidikan kewarganegaraan sebagai program  pkadidipolitik

kebangsaan bagi para penyelenggara negara, anggotpimpinan organisasi
sosial dan organisasi politik yang dikemas dalambdgai bentuk pembinaan
pengetahuan kewarganegara@ivic knowledge),kecakapan kewarganegaraan
(civic skills), dan kebajikan kewarganegara@nivic disposition)yang mengacu
pada konseptual pedagogis untuk mengembangkan rtEga (state of mind)
bukan wahana indoktrinasi politik, dan sebagai @sqsencerdasan. Pemikiran ini
didasarkan asumsi bahwa peran negara dalam membnganegara tidak dapat
dihilangkan dengan menguatnya masyarakat ¢owiil society) Negara sebagai
suatu organisasi puncak memiliki kekuasaan untukimg&atkan partisipasi yang
bermutu dan bertanggung jawab dari warganegarandkénidupan politik dan
masyarakat baik dalam tingkat lokal maupun nasioRattisipasi semacam itu
memerlukan berbagai kompetensi kewarganegaraatachaya:

a. penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman

b. pengembangan kemampuan intelektual dan partisipator

c. pengembangan karater dan sikap mental
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d. komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dademokrasi
konstitusional

Terisolasi dari kehidupan, bahwa penyampaian majpandidikan
kewarganegaraan masih terisolasi dari pergaulan apalagi masa globalisasi
sekarang ini kita harus membuka diri dari pergaulania luar, makanya kalau
kita menutup diri kita akan ketinggalan dari kena@juzaman. Mementingkan
sumber resmi, menyampaikan materi pendidikan keaveegaraan jangan hanya
terpaku pada buku pegangan saja, tetapi harus Hikeghkan seluas-luasnya. Bisa
dilaksanakan di luar kelas atau di lapangan, meagdangsung apa yang ada di
masyarakat.

Berbasis pengetahuan, mempelajari pendidikan kewegaraan tidak
hanya kognitif saja tetapi bagaimana afektif dapcpsotornya. Pembelajaran
pendidikan kewarganegaraan tidak cukup hanya diketaja, tetapi yang lebih
penting bagaimana mengaplikasikan atau mengamaditan mewujudkanya
dalam kehidupan nyata sehari-hari dari apa yanetalikii.

Guru sebagai sentrum, pembelajaran pendidikan kmmagaraan di
Indonesia hanya tergantung pada guru yang meny&erpanateri tersebut.
Karena guru menjadi sosok panutan dari para sigmgah contoh atau tulodho
dalam kehidupan sehari-hari. Mudah dicapai, penanammateri pendidikan
kewarganegaraan apabila hanya menyampaikan pengatahja memang mudah
dicapai tapi apa artinya tahu kalau tidak pernahmdikan dari apa yang
diketahui, olehnya itu penanaman sikap pada dswaijuga sangat perlu.

Penanaman nilai, moral, politik, demokrasi dalanmgka mengembangkan
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potensi diri warganegara untuk menumbuhkan sikaprgaveegara yang

demokratis dan bertanggung jawab.

F. Metodologi Penelitian

1) Metode Pendlitiaan

Metode penelitiaan yang digunakan dalam penefitiaa adalah metode
kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yanggguemakan
lingkungan alamiah sebagai sumber data langsungg Yzersifat deskriptif
analitik, menekankan proses, bersifat induktif, daenurut W.R.Torbersering
disebut sebag&ollaborative inquiri’ (Torbert, 1981: 141-151)

Penelitian ini juga menggunakan metoda studi kaStisdi kasus, atau
penelitian kasugcase study)adalah penelitian tentang status penelitian yang
berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khaskedseiuruhan pernosalitas
(Maxfield, 1930). Sedangkan menurut Nazir (2007 %6} kasus atacase study
adalah :

Penelitian yang subjek penelitiannya dapat beruqokvidu, kelompok

lembaga maupun masyarakat. Sehingga dapat menmeg&mbaran

secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sdea karakter-karakter
yang khas dari kasus, yang kemudian dari sifat-gifeas di atas akan
dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Nasution6:8%9 yang
menyatakan bahwa:

Studi kasus atawcase studyadalah untuk penelitian yang mendalam

tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk sraarti dalamnnya.

Case studydapat dilakukan terhadap seorang individu, keldmptau
suatu golongan manusia, lingkungan hidup manuaialambaga sosial.
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Berdasarkan pendapat ketiga ahli diatas dapat pliskan bahwa metode
penelitian kasus merupakan sebuah metode yang akgonuntuk mengkaji
gejala-gejala sosial dari suatu kasus dengan caeagamalisanya secara
mendalam. Subjek penelitian kasus tersebut dapatpdeseseorang, sebuah
kelompok, sebuah komuniti, sebuah masyarakat, sossa atau peristiwa,
sebuah proses, atau suatu satuan kehidupan sbgjaan penelitian kasus dan
penelitian lapangan adalah untuk mempelajari se@at@nsif tentang latar
belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkusgsunatu unit sosial: individu,
kelompok, lembaga atau masyarakat yang menjadekularena pada dasarnya
studi kasus mempelajari secara intensif seseoradyidu yang dipandang
mengalami suatu kasus tertentu.

Untuk menjalankan pendekatan yang telah ditentukaatas, metode
yang akan ditempuh sebagai berikut:
Studi dokumentasi, ialah cara untuk menggali, mengkaji, dan menaela
sumber-sumber tertulis baik dalam bentuk Laporamelen, Dokumen
Kurikulum, Makalah, Jurnal, Klipping Media Massaand Dokumen Negara
(Pemerintah). Pemilihan metode ini dilandasi ofmmikiran bahwa dalam
sumber-sumber  tertulis tersebut dapat diperolehkapan gagasan, persepsi,
pemikiran, serta sikap para pakar dan praktisi jpikath kewarganegaraan.
. Wawancara Mendalam (In-depth Interviey atau forum diskusi panel maupun
seminar, ialah cara untuk menggali informasi, pémik gagasan, sikap dan
pengalaman para pakar dan praktisi. Wawancarp tatika dilakukan secara

langsung antara peneliti dan nara sumber secdmidiatanya jawab, diskusi dan
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melalui cara lain yang dapat memungkinkan diperpjah informasi yang
diperlukan. Teknik wawancara ini merupakan metoéagonmpulan data dan
informasi yang utama untuk mendeskripsikan pengatfaimforman.

Observas semi partisipatif, ialah cara untuk menggali informasi, pemikiran,
gagasan, sikap dan pengalaman para pakar, danisprakDbservasi semi
partisipasi partial observatiof dilakukan untuk memperoleh informasi yang
seutuh mungkin dengan memperhatikan tingkat pelkapgn dan dimana serta
kepada siapa peneliti sebagai instrumen dapat naénggengkaji, memilih,

mengorganisasikan , dan mendeskripsikan inforngsngkap mungkin.

2) Subjek Pendlitian

Latar dan subyek penelitian yang menjadi sumbex datam penelitian
ini dapat dikategorikan sebagai berikupertama Sumber bahan cetak
(kepustakaan), meliputi buku teks, dokumen negaakalah, klipping tentang
peran PKn dalam mengembangkan sikap warga negag gamokratis dan
bertanggung jawab, yang diperoleh dari majalahallmjurnal, situs internet, dan
lain-lain. Kedua,Sumber respondermiman resourcésdipilih secargourposive
samplingdari stake holder yang ada di SMA Negeri 2 SeaptR, mulai dari
Pimpinan, Guru, Siswa-siswi, dan Komite Sekolahaséh digunakannya teknik
purposive dalam menetapkan subjek penelitian irsuaie dengan pendapat
Nasution (1996:99) yaitu dapat menjamin adanya muhsdentu yang relevan
dengan rancangan dan tujuan dari penelitian yadagukian. Purposive juga dapat

dilakukan secara praktis, hemat waktu, biaya daadga.
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3) Instrumen Pendlitian

Dalam penelitian ini menggunakan prinsip bahwa &bénberperan
sebagai instrumerm(man instrumeftyang utama” (Lincoln dan Guba, 1984:39),
yang secara penuh mengadaptasikan diri ke dalamssiyang dimasukinya,
sehingga proses penelitian sangat penting daripad& yang diperoleh. Hal ini
sangat tepat karena hanya manusia penelitiiah ydampt secara fleksibel
mengumpulkan data dari berbagai subjek penelitangymendalamHuman
instrumentini dibangun atas dasar pengetahuan dan mengguma&sde yang
sesuai dengan tuntutan penelitian.

G. Lokas dan Sampel Pendlitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh pegnatlalah SMA Negeri
2 Serui Papua, berlokasi di jalan Flamboyan, Desald®aman Kecamatan Yapen
Selatan Kabupaten Yapen Waropen. Adapun yang Kgadisampel dalam
penelitian ini adalah Civitas Akademika SMAN 2 Seryaitu terdiri dari

Pimpinan, Guru pendidikan kewarganegaraan, Sissva:silan Komite Sekolah.



